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Abstrak 

 
Hak Imunitas saat ini menjadi masalah klarifikasi publik, dalam hal hak 

istimewa, khususnya ketika seseorang menikmati kekebalan sebagaimana 

ditentukan oleh hukum dalam menjalankan fungsinya. Pelaksanaan pembebasan 

bagi anggota DPR-RI masih tergolong lemah dan masih terdapat beberapa 

permasalahan diantaranya problematika pengaturan hak imunitas Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam pengaturan Hukum Indonesia masih belum maksimal dan 

pengaturan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Hukum 

Indonesia dalam perspektif equality before the law mendapatkan pro dan kontra. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugas DPR ditemukan bahwa atas nama 

keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 245 yang 

tertuang dalam Pasal 20A ayat (3) yang mengatur tentang tugas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat diberi Hak Imunitas oleh Konstitusi dan harus diberikan batasan 

yang tegas. 

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah yang bersumber dari beberapa 

referensi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Sistem Hukum 

Indonesia dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pejabat Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power terkait hal ini maka penting untuk 

membatasi kemampuan anggota DPR dalam melaksanakan peran perwakilannya. 

Ketika hak imunitas tersebut disalah gunakan oleh para pejabat Dewan perwakilan 

Rakyat maka pejabat Dewan perwakilan Rakyat bebas dari yurisdiksi, tetapi pejabat 

Dewan perwakilan Rakyat tidak sepenuhnya bebas dari yurisdiksi karena 

perbuatan-perbuatan yang diluar tugas resminya dapat diadili sesuai dengan 

yurisdiksi hukum nasional dan dapat dibawa ke hadapan pengadilan. Dalam 

Undang-undang nomor 2 tahun 2018 terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

belum diatur secara tegas untuk tugas aparat penyidik Kepolisian, Komisi 



 

 

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan 

kepada anggota Dewan. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 itu harus 

ditulis secara tegas daripada hak dari Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi 

maupun Kejaksaan. 



 

 

Abtract 
 

Right to Immunity is currently a matter of public clarification, in terms of 

privileges, especially when a person enjoys immunity as provided for by law in 

carrying out his functions. The implementation of the release for members of the 

DPR-RI is still relatively weak and there are still a number of problems including 

the problem of setting the DPR's immunity rights in Indonesian law arrangements 

which are still not optimal and the regulation of the DPR's immunity rights in the 

Indonesian legal system in the perspective of equality before the law getting pros 

and cons. counter. In carrying out the functions and duties of the DPR, it was found 

that in the name of the privileges granted by the 1945 Constitution Article 245 as 

stipulated in Article 20A paragraph (3) which regulates the duties of members of 

the DPR are given the Right of Immunity by the Constitution and must be given 

strict limits. 

The research used is normative juridical, namely legal research conducted based 

on norms and rules originating from several references and laws and regulations 

related to the Indonesian legal system in solving problems carried out by officials 

of the House of Representatives. 

However, it must remain within the corridor of applicable statutory provisions 

so that abuse of power does not occur in this regard. It is therefore important to 

limit the ability of DPR members to carry out their representative roles. When the 

right of immunity is abused by officials of the People's Representative Council, the 

DPR officials are free from jurisdiction, but DPR officials are not completely free 

from jurisdiction because acts that are outside of their official duties can be tried in 

accordance with the jurisdiction of national law and can be brought to justice. before 

the court. In Law number 2 of 2018 regarding members of the People's Legislative 

Assembly it has not been explicitly regulated for the duties of police investigators, 

the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Attorney General's Office 

in conducting examinations of members of the Council. In Law number 2 of 2018 

it must be written explicitly from the rights of the Police, the Corruption 

Eradication Commission and the Attorney General's Office. 
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